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BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengangkatan

Perangkat ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

secara terintegrasi dan terpadu pada Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu merubah

Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 18

Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang….

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan….
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21  Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 310);

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layananan

Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 501);

17. Peraturan….
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola

Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013

Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008

Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009

Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun

2012 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012

Nomor 32);

22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Unit

Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten

Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013

Nomor 18);

Memutuskan:….
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG UNIT

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 18

Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2013 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut :

” Pasal 3

(1) ULP merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan

sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(2) ULP dipimpin oleh seorang Kepala ULP yang diangkat dari

pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Belitung.

2. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 31

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan perubahan kedudukan pimpinan ULP sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak 1

Januari 2014.

Pasal II….
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 6 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I

NIP. 197109152001121002


